
 

SALI NAN 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 37 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 

55 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik, sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 

akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah 

Tahun Anggaran 2019, dalam Rekening Kas Umum Daerah 

terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang terdiri dan 

sisa Dana Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, sisa Dana 

Tambahan Penghasilan Guru PNSD, sisa Dana Tunjangan 

Khusus Guru PNSD, sisa Dana Bantuan Operasional 

Pendidikan Anak Usia Dini, sisa Dana Bantuan Operasional 

Pendidikan Kesetaraan, sisa Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dan sisa Dana Pelayanan Kepariwisataan; 

c. bahwa dalam rangka pencapaian prioritas Nasional pada Tahun 

Anggaran 2020 serta mempercepat upaya pemulihan ekonomi 

akibat pandemi COVID-19, telah ditetapkan alokasi cadangan 

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; 
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d. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran V.28 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020, dana transfer yang sudah jelas peruntukannya 

serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau 

mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum 

dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Coyid-19) dan/ atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan clan. Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2019 Nomor 655); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 / PMK.07/ 2020 tentang 

Pengelolaan. Cadagan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 

Nomor 678); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran. Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 

Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 105). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 55 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 

Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 55) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin 

Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 31) 

diubah sebagai berikut : 

1. Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 terdiri atas : 

1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 197.929.280.000,00 

b. Dana Perimbangan Rp. 959.926.510.609,00 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah - 

Yang Sah Rp. 237.228.317.000,00 

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.395.084.107.609,00 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 478.614.576.980,00 

2) Belanja Hibah Rp. 7.140.150.000,00 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.450.000.000,00 

4) Belanja Bagi Hasil - 

kepada Pemerintah Desa Rp. 7.762.373.000,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 152.699.621.200,00 

6) Belanja Tidak Terduga R-o. 75.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 722.666.721.180,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja pegawai Rp. 169.863.251.283,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 206.969.648.876,05 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan-

Anggaran Tahun Berkenaan  

Rp. 351.272.241.690,95 

Rp. 728.105.141.850,00 

Rp. 1.450.771.863.030,00 

Rp. (55.687.755.421,00) 

63.187.755.421,00 

7.500.000.000,00 

55.687.755.421,00 

0,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp.  

2. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 

Bupati mi. 

3. Lampiran II khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perikanan, Dinas 

Parivvisata, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diubah 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan. di Pangkalan Bun 
pada tanggal 26 Juni 2020 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 26 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 37 

III i 
IlW  
°, WAHJU WIDIASTI, ir S.H., L.L.M 

NIP. 19690112 199903 2 005 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAG HUKUM, 

/ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

